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WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 030
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang ©  a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Bandung Tahun 2020 telah ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10
Tahun 2020, namun dalam perkembangannya
terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka
pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas
sasaran pembangunan, serta perubahan kebijakan
nasional yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga
terhadap Peraturan Wali Kota Bandung termaksud
perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung

Tahun 2020;

Mengingat ...



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah I[stimewa Jogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

5. Undang-Undang ...



10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

11. Peraturan ..,



s

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan  serta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan serta  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan ...



Menetapkan

17.

18.

19,

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta
Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun
2010 Nomor 07);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017
tentang Sistem Informasi Perencanaan dan
Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017
Nomor 28);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 30)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali
Kota Bandung Nomor 030 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 030
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2:

Daerah adalah Daerah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah
Kota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota ...



10.

11.

12.

13.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disingkat
Bappelitbang adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota
Bandung.

Kepala Bappelibang adalah Kepala Bappelitbang Kota
Bandung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KUPA adalah Kebijakan Umum Perubahan APBD yang
selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode waktu tersisa dalam 1 (satu) tahun berjalan.
PPASP adalah Perubahan Program Prioritas Dan Plafon
Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPASP
adalah patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan
RKA- Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan
DPRD.

Perencanaan adalah serangkaian proses untuk
menentukan tindakan yang tepat di masa depan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang
terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode S

(lima) tahun.

14. Rencana ...



14.

v
Rékhcana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan
pe?mbangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di

lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB 11

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020

adalah dokumen perencanaan daerah sebagai dasar yang

digunakan untuk pedoman dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan pada tahun

2020.
Pasal 3
(1) Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020
memuat dokumen perubahan perencanaan

pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun
2020.

Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. ;f rancangan kerangka ekonomi daerah,;

b.i program prioritas pembangunan daerah; dan

c.. perubahan rencana kerja dan pendanaan.

Rincian dokumen perubahan perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perﬁiibahan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dijadikan:

el

pédoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan DPRD
dalam penyusunan perubahan KUPA dan PPAS
Perubahan Tahun 2020 untuk menyusun APBD
Perubahan 2020; dan

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan
perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

2020.
J BAB ...



BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal

31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

/

- =

ey
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7\ —~H:. BAMBANG SUHARI, SH
O Pembina Tingkat I
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan
karunia-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen
Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020

dapat disusun dan diselesaikan.

Dokumen Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 disusun sebagai pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Ketiga Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode ke-2 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Perubahan
Ketiga RKPD Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan
Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) serta Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan
Perubahan Ketiga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).



Demikian dokumen Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 ini disusun dan semoga
dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bandung dengan harapan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kota

Bandung sebagai Kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Bandung, Agustus 2020
WALI KOTA BANDUNG

ODED MOHAMAD DANIAL

ii



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Bandung 2020 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan tahun kedua kepemimpinan Wali Kota
dan Wakil Wali kota Bandung terpilih periode tahun 2018-2023. Berbagai
rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan target yang akan dicapai
pada tahun 2020 menjadi sangat krusial sebagai pondasi dalam mewujudkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-
2023.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RKPD sebagai dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan memiliki peranan strategis untuk
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2020 mengalami beberapa kali perubahan,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk pembiayaan bagi
siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD, SMP, SMA/K dan
mahasiswa serta jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat;

2. Realokasi dan refocussing anggaran untuk mengantisipasi, mencegah,
menangani penyebaran, serta penanganan dampak Covid-19 yang
merupakan kondisi darurat;

3. Adanya penyesuaian transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat.

Selain hal-hal tersebut, hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2020 sampai dengan bulan Juni (semester satu) menunjukkan adanya



perubahan anggaran program dan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah
yang perlu disesuaikan dengan melakukan perubahan ketiga RKPD Tahun
2020. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2020 merupakan acuan bagi
Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja
(Renja) PD pada tahun berjalan dan menjadi pedoman penyusunan bagi
perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
tahun 2020. Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 diikuti dengan penyusunan
Rancangan Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)
dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

(PPAS-PA) Tahun 2020 sebagai dasar perubahan APBD Tahun 2020.

Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan
perubahan RKPD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi
Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020 dilakukan untuk merespon

perkembangan situasi sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1934
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun



1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian



Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

14.Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 155);

16.Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan
Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19);



17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1321);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 139);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
655);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

23.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 /PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);



24 .Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020
tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258);

25.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020
tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan
Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

26.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang
Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
Pencegahan serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional,;

27.Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

28.Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 8);

30.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 32);

31.Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 14);

32.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);



33.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

34.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);

35.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2011 Nomor 18);

36.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

37.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 12);

38.Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur
dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2017 Nomor 28);

39.Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2019 Nomor 30);

40.Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 062 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 62);

41.Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2020 Nomor 10);

42.Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 45).



1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka
menengah, karena disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bandung
tahun 2018-2023, mengacu pada RPJPD 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa
Barat tahun 2018-2023, dan RPJMN tahun 2019-2024.

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 mengacu dan
menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan
Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, substansi Perubahan
Ketiga RKPD Tahun 2020 harus selaras dengan dokumen perencanaan
tingkat nasional, dokumen perencanaan tingkat provinsi, serta

memperhatikan dokumen perencanaan kabupaten/kota terdekat.

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan
rencana kerja, pendanaan dan pagu indikatif dengan mempertimbangkan
sumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjabaran hal tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri atas evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan RKPD tahun 2020 sampai dengan triwulan II, serta
permasalahan pembangunan daerah.

2. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi
ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah
paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan dana untuk
tahun yang direncanakan;

3. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program
dengan orientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD
pada tahun yang direncanakan;

4. Rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat

program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh



pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari
APBD untuk tahun-tahun berikutnya dan tahun anggaran yang

direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN KETIGA RKPD KOTA
BANDUNG TAHUN 2020

Sistematika Dokumen Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung tahun 2020

adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan penyusunan perubahan ketiga RKPD tahun
2020, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, sistematika dokumen perubahan RKPD,
maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2020
Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun berjalan
dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri
atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2020
sampai dengan triwulan II, serta permasalahan pembangunan
daerah.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang perubahan asumsi keuangan daerah,
kebijakan dan kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi nasional,
kondisi perekonomian Jawa Barat, kondisi perekonomian Kota
Bandung, asumsi dasar kebijakan keuangan daerah, serta
perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang sasaran dan prioritas pembangunan
daerah tahun 2020.

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima
manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami

perubahan.



BAB 6 PENUTUP
Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari perubahan

RKPD tahun 2020.

1.5 MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN

1.5.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020
adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu
perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat
tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan, dengan memadukan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-

2023, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.5.2 Tujuan

Perubahan Ketiga RKPD Kota Bandung Tahun 2020 ditujukan untuk

memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan

APBD Tahun 2020. Tuyjuan penyusunan Perubahan Ketiga RKPD Kota

Bandung Tahun 2020 adalah:

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai
dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah,
dengan melihat sumber daya yang ada;

2. Tersusunnya acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

3. Tersusunnya acuan Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Kota Bandung Tahun Anggaran 2020, sebagai dasar dari penyusunan
Perubahan Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kota Bandung Tahun Anggaran 2020;

4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan -efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.
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1.5.3 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan dalam penyusunan Perubahan Ketiga RKPD Tahun 2020

adalah sebagai berikut:

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau,;

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,;

Hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan

bulan Juni (semester satu) menunjukkan adanya perubahan anggaran

program dan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah yang perlu
disesuaikan. Selain itu, rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja langsung

Perangkat Daerah baru terserap sebesar 15,11%.
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BAB 11

EVALUASI HASIL TRIWULAN II
(TRIWULAN DUA) TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II
Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk
memastikan perencanaan diimplementasikan secara konsisten sehingga dapat
diperhitungkan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk
mencapai sasaran pembangunan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai salah
satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbakan kebijakan
dan perencanaan dimasa yang akan datang, maupun pelaksanaan
program/kegiatan yang sedang berjalan. Dalam konteks perencanaan
pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan
daerah yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian

selama pelaksanaan rencana tersebut.

Evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau
langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan
kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain melakukan
koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan,
ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 mencakup telaahan terhadap
hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah,
berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
tahun 2020 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun kedua sebagaimana

tercantum pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Kota Bandung

No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah Keterangan
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Urusan Pendidikan
1 1.01.1.01.01. Program Cakupan 100,00% 17.922.201.179 20% 2.882.670.360 3.987.298.100 5% 60.598.621 - 1,52 25% 2.943.268.981 25,00% 16,42 Dinas Belum
01 Pelayanan pelayanan Pendidikan dilakukan
Administrasi administrasi pengukur
Perkantoran perkantoran an
2 1.01.1.01.01. Program Persentase 100,00% 13.737.647.640 20% 2.981.507.023 3.628.581.780 - - - 20% 2.981.507.023 20% 21,70 Dinas Belum
02 Peningkatan Sarana dan Pendidikan dilakukan
Sarana dan Prasarana dalam pengukur
Prasarana kondisi baik an
Aparatur
3 1.01.1.01.01. Program Persentase 100,00% 182.859.196.061 20% 89.588.573.508 525.827.000 - - - 20% 89.588.573.508 20% 48,99 Dinas Belum
03 Peningkatan Pemenuhan Pendidikan dilakukan
Disiplin prasarana pengukur
Aparatur kedisiplinan an
pegawai
4 1.01.1.01.01. Program Angka Partisipasi |100,00% 23.009.728.596 80,36% 4.039.568.420 10.972.856.600 - - - 80 4.039.568.420 100% 17,56 Dinas Belum
15 Pendidikan Kasar PAUD Pendidikan dilakukan
Anak Usia Dini pengukur
an
5 1.01.1.01.01. Program Angka Partisipasi |100,00% 51.451.994.384 100,00% 7.416.678.687 8.743.514.462 - - - 100 7.416.678.687 100% 14,41 Dinas Belum
18 Pendidikan Kasar Kesetaraan Pendidikan dilakukan
Non Formal pengukur
an
6 1.01.1.01.01. Program Persentase 54,95% 590.412.604.783 51,83% - 177.082.738.400 - - - 51 - 100% - Dinas Belum
20 Peningkatan Pendidik dan Pendidikan dilakukan
Mutu Pendidik Tenaga pengukur
dan Tenaga Kependidikan an
Kependidikan yang disertifikasi
7 1.01.1.01.01. Program Tingkat 100,00% 2.813.813.804 100,00% 2.514.116.985 - - - - - 100 - 100 - Dinas Belum
22 Manajemen Ketepatan Pendidikan dilakukan
Pelayanan Manajemen pengukur
Pendidikan Pelayanan an
8 1.01.1.01.01. Program Persentasi inovasi |100,00% 2.740.436.900 100,00% 2.381.952.800 - - - - 100 - 100 - Dinas Belum
28 Inovasi pendidikan Pendidikan dilakukan
Pendidikan yang pengukur
dimanfaatkan an
untuk pelayanan
pendidikan

II-2




No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 1.01.1.01.01. Program Angka Partisipasi |102,13% 110.617.957.885 102,14% 100.904.329.746 - - - - - 102 100.904.329.746 100% 91,22 Dinas Belum
29 Pembinaan Kasar SD Pendidikan dilakukan
dan pengukur
Pengembangan an
Pendidikan SD
10 1.01.1.01.01. Program Angka Partisipasi 103,11 % 105.133.613.764 103,13% - - - - - - 103 - 100% - Dinas Belum
30 Pembinaan Kasar SMP Pendidikan dilakukan
dan pengukur
Pengembangan an
Pendidikan
SMP
11 1.01.1.01.01. Program Presentase 100,00% 839.977.839 103,93% 167.311.000 188.720.872.000 - - - 103 167.311.000 100% 19,92 Dinas Belum
32 Penggunaan sekolah yang Pendidikan dilakukan
Bantuan difasilitasi pengukur
Operasional pengelolaan an
Sekolah (BOS) Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
12 1.01.1.01.01. Program Persentase siswa 100% 85.205.850.623 0% - - - - 0 0 - 0 0 Dinas Belum
33 Penyelenggaraa | miskin SD yang Pendidikan dilakukan
n Sekolah difasilitasi pengukur
Gratis SD pendidikannya an
0,01 %
Angka Putus 0,01 % 0% - 0 - Belum
Sekolah SD dilakukan
pengukur
0,01 % an
13 1.01.1.01.01. Program Persentase siswa 100% 197.473.177.382 0% - - - - 0 0 - 0 0 Dinas Belum
34 Penyelenggaraa miskin SMP yang Pendidikan dilakukan
n Sekolah difasilitasi pengukur
Gratis SMP pendidikannya 0,02% an
Angka Putus 0,02% 0% - 0 - Belum
Sekolah SMP dilakukan
pengukur
0,02% an
14 1.01.1.01.01. Program Angka Partisipasi 100,00% 848.925.566.146 - 226.466.585.323 - - 0 0 - 100% 0 Dinas Belum
37 Pembinaan Kasar SD Pendidikan dilakukan
dan pengukur
Pengembangan an
Pendidikan Angka Partisipasi 100,00% - 0 0 Belum
Dasar Kasar SMP dilakukan
pengukur
an
Presentasi inovasi | 100,00% 100% - 100 100 Belum
pendidikan yang dilakukan
dimanfaatkan pengukur
untuk pelayanan an
pendidikan
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Presentasi 100,00% 100% - 100 100 Belum
manajemen dilakukan
pelayanan pengukur
pendidikan yang an
dimanfaatkan
15 1.01.1.01.01. Program Angka Putus 0,01% 1.067.329.776.518 0,01% - 52.188.250.000 - - 0 0 - 100% 0 Dinas Belum
38 Bantuan Sekolah SD Pendidikan dilakukan
Pendidikan pengukur
an
Persentase siswa 100% 0,00% - 0 0 Belum
miskin SD yang dilakukan
mendapat pengukur
bantuan an
pendidikan
Angka Putus 0,02% 0,02% - 0 - Belum
Sekolah SMP dilakukan
pengukur
an
Persentase siswa 100% 0,00% - 0 0 Belum
miskin SMP yang dilakukan
mendapat pengukur
bantuan an
pendidikan
Persentase 100% - 0 0 Belum
masyarakat dilakukan
miskin yang pengukur
mendapat an
bantuan
pendidikan
Persentase 100% - 0 0 Belum
peserta didik dan dilakukan
mahasiswa pengukur
berprestasi yang an
mendapatkan
bantuan
pendidikan
1.02 Urusan Kesehatan
1 1.02.1.02.01. | Program ~ Cakupan 100% 110.461.880.251 100% 26.354.952.306 100% 29.967.840.596 3.496.058.025 0 11,67 100% 29.851.010.331 100% 27,02 Dinas Belum
01 Pelayanan Pelayanan Kesehatan dilakukan
Administrasi Administrasi pengukur
Perkantoran Perkantoran an
2 1.02.1.02.01. Program - Persentase 100% 40.926.807.495 100% 6.462.073.575 100% 4.276.543.400 - 0 - 100% 6.462.073.575 100% 15,79 Dinas Belum
02 Peningkatan sarana dan Kesehatan dilakukan
Sarana dan prasarana dalam pengukur
Prasarana kondisi baik an
Aparatur
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
3 1.02.1.02.01. Program - Persentase 100% 2.988.346.241 100% 193.058.180 100% 270.616.250 0 - 0 - 100% 193.058.180 100% 6,46 Dinas Belum
03 Peningkatan pemenuhan Kesehatan dilakukan
Disiplin prasarana pengukur
Aparatur kedisiplinan an
pegawai
4 1.02.1.02.01. Program Upaya | Persentase - 171.045.700.032 83,46% 30.311.977.998 88.493.588.306 0 - - 0 83% 1 - o Dinas Belum
16 Kesehatan pencapaian Kesehatan dilakukan
Masyarakat - pelayanan pengukur
lama kesehatan pada an
bayi, balita,
anak, remaja, ibu
dan lansia
Persentase 100% 100,00% 100% 0 0 100% 100% Belum
masalah gizi yang dilakukan
ditangani sesuai pengukur
standar an
Persentase - 0 - 0% - Belum
penanganan dilakukan
masalah gizi pengukur
buruk an
Persentase 81,63% 80,10% 79,24% 0 0 80% 98% Belum
Tingkat dilakukan
Kesehatan pengukur
Keluarga i
5 1.02.1.02.01. Program Cakupan 68,5% 4.399.319.302 67,88% 768.773.102 9,6% 1.090.472.130 0 18.100.000 0 1,66 68% - 9% o Dinas Belum
19 Promosi peningkatan Kesehatan dilakukan
Kesehatan dan PHBS tatanan pengukur
Pemberdayaan rumah tanngga an
Masyarakat. Cakupan 12,8% 23,18% 67,9% 0 0 23% 181% Belum
kelurahan siaga dilakukan
aktif purnama pengukur
dan mandiri an
6 1.02.1.02.01. Program Persentase 100% - 100% - 1.707.487.000 0 - - 0 100% - 100% o Dinas Belum
22 Pencegahan penangan Kesehatan dilakukan
dan penderita pengukur
Penanggulanga penyakit menular an
n Penyakit Persentase 100% 100,00% 0 - 100% 100% Belum
Menular penanggulangan dilakukan
Kejadian Luar pengukur
Biasa (KLB) < 24 an
jam
Universal Child 100% 100,00% 0 - 100% 100% Belum
Immunization dilakukan
(ucry pengukur
an

II-5




No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 1.02.1.02.01. Program - Persentase 51,00% 27.261.253.030 38,96% 6.955.712.688 38,59% 10.278.939.000 0 49.198.411 0 0,48 39%% 7.004.911.099 76% 25,70 Dinas Belum
23 Standarisasi fasilitas Kesehatan dilakukan
Pelayanan pelayanan pengukur
Kesehatan kesehatan yang an
memenuhi
standar
8 1.02.1.02.01. Program - Persentase Unit 100% 757.435.720.255 100% 221.861.914.090 100% 99.620.066.890 0 225.709.987 0 0,23 100% 222.087.624.077 100% 29,32 Dinas Belum
26 Pengadaan, Pelayanan Kesehatan dilakukan
Peningkatan Kesehatan milik pengukur
Sarana dan pemerintah yang an
Prasarana memenuhi
Rumah standar
Sakit/Rumah pelayanan
Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah
Sakit Mata -rev
9 1.02.1.02.01. Program - Persentase 100% 29.127.722.813 100% 4.075.992.604 100% 7.234.233.000 0 - 0 - 100% 4.075.992.604 100% 13,99 Dinas Belum
27 Pemeliharaan sarana prasarana Kesehatan dilakukan
Sarana dan kesehatan dalam pengukur
Prasarana kondisi baik an
Rumah Sakit/
Rumah Sakit
Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah
Sakit Mata
10 1.02.1.02.01. Program - - - 22.404.760.000 29.678.169.600 0 - - - 0% - - - Dinas Belum
35 Pelayanan Kesehatan dilakukan
Kesehatan pengukur
Rujukan an
11 1.02.1.02.01. Program - Cakupan 100% 32.832.180.885 100% 7.193.892.774 5.102.935.000 0 - - 0 100% - 100% 0 Dinas Belum
36 Perencanaan, pemenuhan Kesehatan dilakukan
Pengembangan dokumen pengukur
dan Evaluasi perencanaan dan an
Pembangunan evaluasi
Kesehatan. pembangunan
kesehatan
- Cakupan 100% 100% 100% 0 0 100% 100% Belum
pengembangan dilakukan
smart city pada pengukur
fasilitas an
kesehatan tingkat
pertama
12 1.02.1.02.01. Program - - - 78% 130.995.300 - 882.975.000 0 - - - 78% - - - Dinas Belum
38 Pelayanan Kesehatan dilakukan
Kesehatan pengukur
Dasar, an
Rujukan Dan
Khusus
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
13 1.02.1.02.01. Program Persentase 3.307.338.279 100,00% 2.543.602.370 6.664.215.122 0 - - 0 100% - - 0 Dinas Belum
45 Pembinaan pembinaan Kesehatan dilakukan
Lingkungan lingkungan pengukur
Sosial sosial an
- Persentase - 100% 100% 0 0 100% - Belum
lingkungan sosial dilakukan
yang memenuhi pengukur
standar alat an
kesehatan
14 1.02.1.02.01. Program - Persentase 100% 151.880.250.172 100% 26.758.023.105 100% 37.287.643.580 0 - 0 - 100% - 100% - Dinas Belum
47 Pengadaan, kecamatan Kesehatan dilakukan
Peningkatan dengan pengukur
dan Perbaikan puskesmas an
Sarana dan dibandingkan
Prasarana rasio jumlah
Fasilitas puskesmas dan
Kesehatan jumlah penduduk
15 1.02.1.02.01. Program Cakupan 608.087.692 80,00% 531.294.450 - 0 - - 0 80% - - o Dinas Belum
50 Pelayanan fasilitas Kesehatan dilakukan
Kesehatan kesehatan pengukur
Primer dan rujukan yang an
Rujukan dibina
Cakupan fasilitas - 65,20% - 0 - 65% - Belum
kesehatan dilakukan
pengukur
an
16 1.02.1.02.01. Program - Persentase 100% 793.182.531.083 100% 122.031.827.450 100% 158.505.019.000 0 67.605.804.000 0 42,65 100% 189.637.631.450 100% 23,91 Dinas Belum
51 Jaminan masyarakat yang Kesehatan dilakukan
Pembiayaan mendapat pengukur
Kesehatan jaminan an
Masyarakat pembiayaan
pelayanan
kesehatan
- Persentase 100% 100% 100% 0 0 100% 100% Belum
masyarakat dilakukan
miskin yang pengukur
mendapat an
jaminan
pembiayanan
pelayanan
kesehatan
17 1.02.1.02.01. Program - Cakupan - 35.786.200.946 100,00% 10.346.439.368 - 142.510.000 0 - - 0 100% - - 0 Dinas Belum
53 Kefarmasian ketersediaan obat Kesehatan dilakukan
dan Alat dan perbekalan pengukur
kesehatan kesehatan an
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase 100,00% 0 - 100% - Belum
instalasi RS dilakukan
yang memenuhi pengukur
standar an
kefarmasian dan
alat kesehatan
18 1.02.1.02.01. Program - Cakupan 100% 1.105.611.044 100% 206.523.375 100% 4.678.326.000 0 - 0 - 100% - 100% - Dinas Belum
55 Pelayanan pelayanan Kesehatan dilakukan
Laboratorium laboratorium pengukur
Kesehatan kesehatan an
19 1.02.1.02.01. Program - Cakupan 2,50% 1.375.823.405 1,04% 261.911.366 1,60% 5.581.305.000 0 - 0 - 1% - 42% - Dinas Belum
56 Penanggulanga penanggulangan Kesehatan dilakukan
n Gawat gawat darurat pengukur
Darurat terpadu an
Terpadu.
20 1.02.1.02.01. Program - Persentase 100% 10.971.700.879 - - 100% 10.518.716.800 0 - 0 - 0 - 0 - Dinas Belum
58 Pencegahan tingkat Kesehatan dilakukan
dan pencegahan dan pengukur
Pengendalian pengendalian an
Penyakit. penyakit
21 1.02.1.02.01. Program - Persentase 82,88% 107.641.501.808 - - 77,40% 99.811.170.716 0 576.533.941 0 0,58 0 576.533.941 0 0,54 Dinas Belum
59 Pengelolaan pengelolaan Kesehatan dilakukan
Sumber Daya sumber daya pengukur
Kesehatan. kesehatan an
22 1.02.1.02.01. Program - Persentase 100% 2.574.936.738 - - 100% 2.792.799.360 0 - 0 0 0 - 0 0 Dinas Belum
60 Pengembangan Meningkatnya Kesehatan dilakukan
Lingkungan Rumah Sehat pengukur
Sehat an
Persentase Akses - 64,02% 0 - 64% - Belum
Penduduk dilakukan
Terhadap pengukur
Sanitasi Dasar an
Persentase - 48,37% 0 - 48% - Belum
sarana kesehatan dilakukan
lingkungan yang pengukur
memenuhi syarat an
23 1.02.1.02.01. Program - Cakupan 100% 1.417.723.245.105 96,97% 250.945.066.107 74,71% 317.333.356.638 0 36.547.690.012 0 11,52 97% 287.492.756.119 97% 20,28 Dinas Belum
61 Peningkatan Pelayanan BLUD Kesehatan dilakukan
Pelayanan pengukur
Kesehatan an
Badan
Layanan
Umum Daerah
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
24 1.02.1.02.01. Program Pola - Persentase 100% 245.992.703.279 100% - 100% 57.644.448.173 0 - 0 - 100% - 100% - Dinas Belum
62 Pengelolaan fasilitas Kesehatan dilakukan
UPT. kesehatan pengukur
Kesehatan pemerintah dan an
tata laksana
keuangan yang
sehat
1.03 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 1.03.1.03.01. Program Cakupan 100% 44.724.092.884 99,23% 8.591.688.072 100% 9.255.385.568 22,66% 339.573.527 22,66% 3,67 24,38% 8.931.261.599 24,38% 19,97 Dinas Tercapai
01 Pelayanan Pelayanan Pekerjaan
Administrasi Administrasi Umum
Perkantoran Perkantoran
2 1.03.1.03.01. Program Persentase 100% 48.157.504.623 99,93% 7.582.485.193 100% 10.603.910.130 8,15% 792.217.624 8,15% 7,47 21,61% 8.374.702.817 21,61% 17,39 Dinas Tercapai
02 Peningkatan Sarana dan Pekerjaan
Sarana dan Prasarana dalam Umum
Prasarana kondisi baik
Aparatur
3 1.03.1.03.01. Program Persentase 100% 5.810.966.345 100,00% 1.181.719.000 100% 828.729.000 0,00% - 0,00% - 20,00% 1.181.719.000 20,00% 20,34 Dinas Belum
03 Peningkatan Pemenuhan Pekerjaan dilakukan
Disiplin prasarana Umum pengukur
Aparatur kedisiplinan an
pegawai
4 1.03.1.03.01. Program Sarana dan 78% 148.278.922.031 98,7% 137.345.049.598 - - - - - - 98,7% 137.345.049.598 [126,65% 92,63 Dinas Belum
42 Pemeliharaan Prasaran Pekerjaan dilakukan
Sarana dan Pekerjaan Umum Umum pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
5 1.03.1.03.01. Program Presentase 100% 128.334.964.110 100,00% 81.723.117.817 - - - - - 0 100,00% 6.047.029.389 100,00% 4,71 Dinas Belum
43 Perencanaan dokumen acuan Pekerjaan dilakukan
Sarana dan pekerjaan Umum pengukur
Prasarana pelaksanaan an
Pekerjaan diimplementasika
Umum n
Presentase 100% 92,31% - - - 92,31% 92,31% Belum
sarana prasarana dilakukan
pekerjaan umum pengukur
terbangun an
6 1.03.1.038.01. Program - Luasan 642.402 1.368.479.350.898 - - 8.000 m1 321.739.384.074 O ml 3.404.630.100 0,00% 1,06 0 3.404.630.100 0,00% 0,25 Dinas Belum
47 Pengelolaan drainase dalam m1l Pekerjaan dilakukan
Sarana dan kondisi baik Umum pengukur
Prasarana an
Kebinamargaa - Persentase 97% - 94% 0% 0,00% 0 0,00% Belum
n panjang jalan dilakukan
dalam kondisi pengukur
mantap an
- Luasan trotoar 462.535 - 13.000 0 m2 0,00% 0 0,00% Belum
dalam kondisi m2 m2 dilakukan
Baik pengukur
an
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
- Jumlah 7 - 1 0 0,00% 0 0,00% Belum
simpang tak dilakukan
sebidang yang pengukur
terbangun an
(flyover/Underpa
ss)
7 1.03.1.038.01. Program Jumlah PJU 56.500 160.882.684.909 - - 2.500 49.118.035.135 0 titik - 0,00% - 0 - 0,00% - Dinas Belum
48 Pengelolaan dalam kondisi titik titik Pekerjaan dilakukan
Sarana dan baik Umum pengukur
Prasarana an
Penerangan
Jalan Umum
8 1.03.1.03.01. Program Lama Genangan 30 289.478.497.224 63,3 - 80 81.291.857.039 0 899.265.750 0,00% 1,11 63,3 899.265.750 63,00% 0,31 Dinas Belum
49 Pengelolaan yang tertangani menit menit menit menit Pekerjaan dilakukan
Sarana dan pada titik Umum pengukur
Prasarana genangan an
Sumber Daya
Air
9 1.03.1.08.02. Program Cakupan 100% 30.194.115.607 100% 6.127.692.274 100% 4.841.851.704 - - 0 - 100% 6.127.692.274 100% 20,29 Dinas Belum
01 Pelayanan pelayanan Penataan dilakukan
Administrasi administrasi Ruang pengukur
Perkantoran perkantoran an
10 1.03.1.08.02. Program Persentase 100% 17.153.186.923 100% 2.686.528.982 100% 2.265.847.180 25% 213.960.000 25% 9,44 25% 2.900.488.982 100% 16,91 Dinas Tercapai
02 Peningkatan sarana dan Penataan
Sarana dan prasarana dalam Ruang
Prasarana kondisi baik
Aparatur
11 1.03.1.03.02. Program Persentase 100% 1.290.597.262 100% 194.037.250 100% 217.899.000 - - 0 - 100% 194.037.250 100% 15,03 Dinas Belum
03 Peningkatan Pemenuhan Penataan dilakukan
Disiplin Prasarana Ruang pengukur
Aparatur Kedisplinan an
Pegawai
12 1.03.1.03.02. Program Persentase 100% 110.550.000 - - 100% 30.900.000 - - 0 - 0% - 0% - Dinas Belum
05 Peningkatan aparatur yang Penataan dilakukan
Kapasitas memiliki Ruang pengukur
Sumber Daya kompetensi an
Aparatur sesuai bidangnya
13 1.03.1.03.02. Program Persentase Areal 35% 55.215.799.853 31% 11.516.558.560 32% 10.522.187.060 8% 1.544.650.000 25% 14,68 31% 13.061.208.560 89% 23,65 Dinas Tercapai
16 Pembangunan Pemakaman Penataan
Saluran ditata Ruang
Drainase/Goro
ng-Gorong
14 1.03.1.08.02. Program Jumlah 10 9.600.345.305 2 1.577.994.000 2 2.727.016.786 - - 0 - 2 1.577.994.000 20% 16,44 Dinas Belum
33 Perencanaan ketersediaan Dokum Dokumen Dokumen Dokumen Penataan dilakukan
Tata Ruang dokumen en Ruang pengukur
rencana rinci an
pada pusat pusat
pelayanan kota
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 1.03.1.03.02. Program Persentase 80% 5.529.015.927 77,14% 853.596.000 T7% 402.356.890 - - 0 - 77,14% 853.596.000 96% 15,44 Dinas Belum
40 Pengawasan pelanggaran tata Penataan dilakukan
dan ruang dan Ruang pengukur
Pengendalian bangunan yang an
Pemanfaatan ditindaklanjuti
Ruang Kota sesuai dengan
ketentuan
16 1.03.1.03.02. PEMANFAATA Persentase 5% 18.630.321.658 N/A 4.125.168.067 5% 19.767.769.804 - - 0 - 0 4.125.168.067 0 22,14 Dinas Belum
45 N RUANG bangunan Penataan dilakukan
KOTA gedung umum Ruang pengukur
yang memiliki an
RTH Privat sesuai
peraturan yang
berlaku
17 1.03.4.05.07. Program Persentase 100% 7.307.485.435 100% 2.441.729.350 100% 718.809.375 40,82% 298.978.000 0 41,59 100 2.740.707.350 100 37,51 Kecamatan Tidak
42 Pemeliharaan minimal ruas Sukasari Tercapai
Sarana dan jalan, RTH dan
Prasarana saluran dalam
Pekerjaan kondisi baik
Umum
18 1.03.4.05.08. Program Persentase 100% 6.399.747.023 100% 892.260.820 - 531.311.092 0,00% 115.000.000 - 21,64 100 1.007.260.820 100% 15,74 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Cidadap dilakukan
Sarana dan jalan dalam pengukur
Prasarana kondisi baik an
Pekerjaan
Umum
19 1.03.4.05.09. Program Persentase 72% 10.747.241.765 1.540.423.240 70.50% 948.462.980 178.918.170 0 18,86 0 1.540.423.240 100% 14,33 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Sukajadi dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
20 1.03.4.05.10. Program Persentase 100% 7.604.996.722 100% 1.713.289.480 100% 793.353.670 253.674.900 0 31,98 100% 1.966.964.380 100% 25,86 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Cicendo dilakukan
Sarana dan jalan dalam pengukur
Prasarana kondisi baik an
Pekerjaan Persentase 7% 15,80 15,80 0 0,00 15,80 18,99 Belum
Umum minimal ruas dilakukan
jalan dalam pengukur
kondisi baik an
21 1.03.4.05.11. Program Persentase 1 12.830.295.024 2.482.555.250 100% 1.094.964.165 - 0 - 0 2.482.555.250 0 19,35 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Andir dilakukan
Sarana dan jalan dalam pengukur
Prasarana kondisi baik an
Pekerjaan
Umum
22 1.03.4.05.12. Program Persentase 100% 6.343.265.302 100% 4.826.925.164 100% 1.903.658.821 41% 326.622.200 41% 17,16 100 5.153.547.364 100 81,24 Kecamatan Tidak
42 Pemeliharaan minimal ruas Coblong Tercapai
Sarana dan jalan dan saluran
Prasarana dalam kondisi
Pekerjaan baik
Umum
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
23 1.03.4.05.13. Program Persentase 100% 9.392.828.053 75% 1.549.607.485 100% 430.752.730 - 187.051.600 - 43,42 75% 1.736.659.085 75,00% 18,49 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Bandung dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran Wetan pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
24 1.03.4.05.14. Program Cakupan 100% 5.705.837.338 78,64% 1.713.289.480 100% 793.353.670 253.674.900 0 31,98 78 1.713.289.480 78 30,03 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan pelayanan Sumur dilakukan
Sarana dan administrasi Bandung pengukur
Prasarana an
Pekerjaan
Umum
25 1.03.4.05.15. Program Persentase 100% 14.024.366.745 100 2.912.909.827 100% 1.528.107.700 213.500.500 0,00 13,97 100,00 3.126.410.327 100 22,29 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Cibeunying dilakukan
Sarana dan jalan dalam Kidul pengukur
Prasarana kondisi baik. RTH an
Pekerjaan dan saluran air
Umum dalam kondisi
baik
26 1.03.4.05.16. Program Persentase 100% 13.474.365.237 100% 4.177.334.230 75% 1.089.324.665 0% 377.810.520 0% 34,68 100% 4.555.144.750 100% 33,81 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Cibeunying dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran Kaler pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
27 1.03.4.05.17. Program Persentase 100% 9.352.609.510 100,00% 2.095.759.200 100,00% 689.565.700 100% 206.097.000 100% 29,89 100% 2.301.856.200 100% 24,61 Kecamatan Tercapai
42 Pemeliharaan minimal ruas Astanaanyar
Sarana dan jalan dan saluran
Prasarana dalam kondisi
Pekerjaan baik
Umum
28 1.03.4.05.18. Program - Prosentase 100% 8.594.257.423 100,00% 1.768.487.900 100% 983.130.810 232.640.000 0 23,66 100 2.001.127.900 100% 23,28 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan Minimal Ruas Bojongloa dilakukan
Sarana dan Jalan, Kerb, RTH Kaler pengukur
Prasarana dan Saluran an
Pekerjaan dalam Kondisi
Umum Terpelihara
29 1.03.4.05.19. Program Persentase 100% 10.747.241.765 1.958.297.530 100% 2.013.045.160 34,36% - 34.36% - 0 1.958.297.530 0 18,22 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Bojongloa dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran Kidul pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
30 1.03.4.05.20. Program Persentase 82% 4.030.906.311 100% 1.061.419.980 7% 838.249.712 - 0 - 100 1.061.419.980 121,95 26,33 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Babakan dilakukan
Sarana dan jalan dalam Ciparay pengukur
Prasarana kondisi baik an
Pekerjaan
Umum
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
31 1.03.4.05.21. Program Presentase 100% 10.375.417.866 100,00% 2.114.580.204 100% 1.714.192.073 - 289.060.300 0 16,86 100% 2.403.640.504 100,00% 23,17 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Bandung dilakukan
Sarana dan jalan dalam Kulon pengukur
Prasarana kondisi baik an
Pekerjaan
Umum
32 1.03.4.05.22. Program Persentase 90% 9.064.238.281 82,89% 2.703.750.550 100% 821.329.430 372.051.300 0 45,30 82 3.075.801.850 100% 33,93 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Regol dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
33 1.03.4.05.23. Program Presentase 100% 13.224.861.602 80,17% 2.881.028.744 100% 2.604.732.916 35% 653.446.000 35% 25,09 80% 3.534.474.744 80% 26,73 Kecamatan Tercapai
42 Pemeliharaan minimal ruas Lengkong
Sarana dan jalan dalam
Prasarana kondisi baik
Pekerjaan
Umum
34 1.03.4.05.24. Program Persentase 100,00% 13.503.450.894 20,00% 3.412.574.176 20,00% 1.466.307.096 5,00% 340.138.000 25,00% 23,20 25,00% 3.752.712.176 25,00% 27,79 Kecamatan Tercapai
42 Pemeliharaan minimal ruas Batununggal
Sarana dan jalan dan saluran
Prasarana dalam kondisi
Pekerjaan baik
Umum
35 1.03.4.05.25. Program - Presentase 100% 10.513.305.889 100,00% 2.150.211.100 100% 1.585.007.250 306.520.600 0 19,34 100% 2.456.731.700 100% 23,37 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Ujungberun dilakukan
Sarana dan jalan dalam g pengukur
Prasarana kondisi baik an
Pekerjaan
Umum
36 1.03.4.05.26. Program Cakupan 83,53% 1.391.817.230 84,71% - - - - - 84 - 101,2 - Kecamatan Belum
15 Pembangunan pemeliharaan Kiaracondong | dilakukan
Jalan dan ketenteraman pengukur
Jembatan dan ketertiban an
masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
37 1.03.4.05.26. Program Persentase 100,00 12.882.474.645 53,23% 1.793.525.350 50.00% 1.691.080.020 168.750.000 0 9,98 53 1.962.275.350 100% 15,23 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas % Kiaracondong | dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
38 1.03.4.05.27. Program Prosentase 100% 8.153.165.097 100,00% 1.767.029.250 1.241.558.749 297.161.600 - 23,93 100 2.064.190.850 100% 25,32 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Arcamanik dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan bersih
Umum
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
39 1.03.4.05.28. Program Persentase 100% 858.377.574 100% 1.764.054.313 100% 876.894.915 - 0 - 100 1.764.054.313 100 205,5 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas 1 Cibiru dilakukan
Sarana dan jalan dalam pengukur
Prasarana kondisi baik an
Pekerjaan
Umum
40 1.03.4.05.29. Program Prosentase 100% 6.129.376.191 100,00% [4.663.597.071.698 80 1.118.797.150 83.29 208.588.020 104.11 18,64 100% 4.663.805.659.718 100% 76.08 Kecamatan Tercapai
42 Pemeliharaan Minimal Ruas 9,40 Antapani
Sarana dan Jalan dan
Prasarana Saluran dalam
Pekerjaan kondisi bersih
Umum
41 1.03.4.05.30. Program Persentase 100% 1.514.033.115 1.419.674.030 - 992.816.940 - - - 0 1.419.674.030 0 93,77 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Rancasari dilakukan
Sarana dan jalan dalam pengukur
Prasarana kondisi baik an
Pekerjaan
Umum
42 1.03.4.05.30. Program - - 1.174.397.013 - 1.176.726.989 - - - 0 1.174.397.013 - - Kecamatan Belum
46 Pembangunan Rancasari dilakukan
Sarana pengukur
Prasarana an
Kelurahan
(DAU)
43 1.03.4.05.31. Program Persentase 100% 9.803.525.743 100,00% 1.915.374.841 80 nilai 1.595.209.960 357.629.200 0 22,42 100 2.273.004.041 100% 23,19 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Buahbatu dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
44 1.03.4.05.32. Program Panjang Drainase 75% 1.336.942.102 90% 888.884.600 7% 796.157.400 - 0 - 0,9 888.884.600 1,2 66,49 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan terpelihara Bandung dilakukan
Sarana dan Kidul pengukur
Prasarana an
Pekerjaan
Umum
45 1.03.4.05.33. Program Persentase 100,00% 2.607.037.166 100,00% 1.736.005.195 100,00% 1.395.353.000 - 0 - 100 1 100 - Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Gedebage dilakukan
Sarana dan jalan dan saluran pengukur
Prasarana dalam kondisi an
Pekerjaan baik
Umum
46 1.03.4.05.34. Program Persentase - - 100% 1.669.111.100 100% 1.291.734.665 97,6% 97.500.000 0,98 0,11 0,988 1.766.616.100 - - Kecamatan Tidak
42 Pemeliharaan Sarana dan Panyileukan Tercapai
Sarana dan Prasarana dalam
Prasarana kondisi baik
Pekerjaan
Umum
47 1.03.4.05.35. Program Persentase 100,00% 4.615.320.070 100,00% 1.031.684.801 100,00% 731.897.150 0,00 148.762.267 0,00% 20,33 |100,00% 1.180.447.068 100,00% 25,58 Kecamatan Belum
42 Pemeliharaan minimal ruas Cinambo dilakukan
Sarana dan jalan, RTH dan pengukur
Prasarana saluran dalam an
kondisi baik.
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pekerjaan Persentase 100,00% 100% 100,00% 0 0 100 100 Belum
Umum minimal ruas dilakukan
jalan, RTH dan pengukur
saluran dalam an
kondisi baik.
48 1.03.4.05.36. Program Persentase 100% 10.747.241.765 1.958.297.530 100% 1.125.791.000 25,66% - 25,66% - 0 1.958.297.530 0 18,22 Kecamatan Tidak
42 Pemeliharaan minimal ruas Mandalajati Tercapai
Sarana dan jalan dan saluran
Prasarana dalam kondisi
Pekerjaan baik
Umum
1.04 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 1.04.1.04.01. Program Cakupan 100% 50.120.732.400 100% 6.994.434.875 100% 9.537.486.996 100% 643.343.465 100% 6,75 100% 7.637.778.340 100% 15,24 Dinas Tercapai
01 Pelayanan Pelayanan Perumahan
Administrasi Administrasi dan
Perkantoran Perkantoran Kawasan
Permukima,
Pertanahan
dan
Pertamanan
2 1.04.1.04.01. Program Persentase 100% 61.165.714.875 100% 6.900.303.767 100% 11.424.566.192 100% 468.614.748 100% 4,10 100% 7.368.918.515 100% 12,05 Dinas Tercapai
02 Peningkatan Sarana dan Perumahan
Sarana dan Prasarana dalam dan
Prasarana Kondisi baik Kawasan
Aparatur Permukima,
Pertanahan
dan
Pertamanan
3 1.04.1.04.01. Program Persentase 100% 897.606.535 100% 124.023.900 0% 117.521.250 0% - 0% - 100% 124.023.900 100% 13,82 Dinas Belum
03 Peningkatan Pemenuhan Perumahan dilakukan
Disiplin Prasarana dan pengukur
Aparatur Kedisiplinan Kawasan an
Pegawai Permukima,
Pertanahan
dan
Pertamanan
4 1.04.1.04.01. Program Persentase 2,16% 280.679.848.410 4,28% 24.444.433.947 4,28% 71.239.167.975 3,96% - 3,96% - 3,96% 24.444.433.947 183% 8,71 Dinas Tercapai
20 Penataan Luasan Kawasan Perumahan
Kawasan Kumuh dan
Permukiman Kawasan
Permukima,
Pertanahan
dan
Pertamanan
5 1.04.1.04.01. Program Cakupan 3,73% 37.334.099.186 3,39% 6.949.865.370 0,01% 17.284.214.992 0,00% - 0,00% 0 12,22% 6.949.865.370 328% 18,62 Dinas Belum
26 Penyelenggaraa | Lingkungan yang Perumahan dilakukan
n Prasarana Sehat dan Aman dan pengukur
Sarana dan yang didukung Kawasan an
Utilitas dengan PSU Permukima,

II-15




No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase PSU 100,00% - 100 - Pertanahan Belum
milik Pemerintah dan dilakukan
Kota Bandung Pertamanan pengukur
dalam kondisi an
baik
6 1.04.1.04.01. Program Persentase 70,52% 336.322.633.838 68,63% 34.383.343.551 68,53% 5.611.000.001 68,53% - 68,53% 0 68,53% 1.766.679.628 97% 0,53 Dinas Tercapai
27 Penyelenggaraa rumah tidak Perumahan
n dan layak huni dan
Peningkatan diperbaiki bagi Kawasan
Kualitas Masyarakat Permukima,
Perumahan Berpenghasilan Pertanahan
rendah (MBR) dan
Persentase 68,63% 68,53% 68,53% 68,53% 68,53% 97% Pertamanan
penyediaan dan
rehabilitasi
rumah yang
layak huni bagi
masyarakat yang
terkena relokasi
program
pemerintah
daerah
1.05 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1 1.05.1.05.01. Program Cakupan 100% 17.516.250.284 100% 3.520.977.917 100% 3.758.703.275 25% 359.988.319 25% 9,58 125% 3.880.966.236 125% 22,16 Satuan Tercapai
01 Pelayanan Pelayanan Polisi
Administrasi Administrasi Pamong
Perkantoran Perkantoran Praja
2 1.05.1.05.01. Program Persentase 75% 18.422.701.099 75% 4.086.705.323 75% 3.886.745.114 18,75% 529.380.000 25% 13,62 94% 4.616.085.323 125% 25,06 Satuan Tercapai
02 Peningkatan Sarana dan Polisi
Sarana dan Prasarana dalam Pamong
Prasarana Kondisi Baik Praja
Aparatur
3 1.05.1.05.01. Program Persentase 92,80% 2.150.479.106 92,80% 610.533.550 91,64% 974.308.360 0% - 0% - 93% 610.533.550 100% 28,39 Satuan Belum
03 Peningkatan pemenuhan Polisi dilakukan
Disiplin prasarana Pamong pengukur
Aparatur kedisiplinan Praja an
pegawai
4 1.05.1.05.01. Program Cakupan 80% 942.792.845 80% 145.843.500 80% 227.764.600 20% - 25% - 100% 145.843.500 125% 15,47 Satuan Tercapai
08 Pengelolaan Pengelolaan data Polisi
Data dan dan informasi Pamong
Informasi Praja
Perangkat
Daerah
5 1.05.1.05.01. PROGRAM Cakupan 84,03% 7.821.502.894 77,97% 1.876.599.700 75% 5.431.280.370 18,75% 147.000.000 25% 2,71 97% 2.023.599.700 115% 25,87 Satuan Tercapai
32 PENGEMBANG Pengembangan Polisi
AN Kemampuan dan Pamong
KEMAMPUAN Pengetahuan Pol Praja
POLISI PP dan
PAMONG Masyarakat
PRAJA DAN
PENGETAHUA
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
N
MASYARAKAT
6 1.05.1.05.01. PROGRAM Persentase 100% 10.507.536.848 100% 1.779.201.244 100% 1.482.486.000 25% - 25% - 125% 1.779.201.244 125% 16,93 Satuan Tercapai
34 PENEGAKAN Penegakkan Polisi
PRODUK Perda Pamong
HUKUM Praja
DAERAH
7 1.05.1.05.01. Program Persentase 79,54% 14.035.475.979 67,04% 2.740.007.800 70,07% 3.512.463.758 17,52% 227.230.000 25% 6,47 85% 2.967.237.800 106% 21,14 Satuan Tercapai
35 Peyelengaraan Siskamling Polisi
Ketenteraman Tingkat RW yang Pamong
dan Aktif Praja
Perlindungan
Masyarakat
8 1.05.1.05.01. Program Cakupan 100% 74.027.767.386 100,00% 10.139.663.900 100% 15.581.332.100 25% 2.047.273.000 25% 13,14 125% 12.186.936.900 125% 16,46 Satuan Tercapai
36 Penyelengaraa Ketenteraman Polisi
n dan Ketertiban Pamong
Ketenteraman Umum Praja
dan Ketertiban
Umum
9 1.05.4.05.10. Program Cakupan 45.9% 1.363.710.232 100,00 1.327.241.898 - - - - - - 100 1.327.241.898 217,86 97,33 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Cicendo dilakukan
Keamanan dan ketenteraman pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
10 1.05.4.05.12. Program Cakupan 100% 1.726.303.750 100% 1.647.722.250 75 RW 496.277.000 30RW 33.250.000 40 6,70 100 1.680.972.250 100 97,37 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Coblong dilakukan
Keamanan dan ketentraman dan pengukur
Kenyamanan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
11 1.05.4.05.15. Program Cakupan 100% 1.962.132.980 100 1.761.748.000 0% - 0 - - - 100,00 1.761.748.000 100 89,79 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Cibeunying dilakukan
Keamanan dan ketenteraman Kidul pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
12 1.05.4.05.16. Program Cakupan 100% 1.906.242.170 100% 1.749.813.580 - - - - - - 100% 1.749.813.580 100% 91,79 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Cibeunying dilakukan
Keamanan dan ketenteraman Kaler pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
13 1.05.4.05.17. Program Cakupan 100% 1.542.898.830 100,00% 1.402.751.080 - - - - - 100 - 100 - Kecamatan Belum
15 Peningkatan Pemeliharaan Astanaanyar dilakukan
Keamanan dan Ketentraman dan pengukur
Kenyamanan Ketertiban an
Lingkungan Masyarakat dan
Pencegahan
Tindak Pidana
14 1.05.4.05.18. Program Cakupan 100% 1.040.802.130 100,00% 1.030.171.500 - - - - 100 1.030.171.500 100 98,98 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Bojongloa dilakukan
Keamanan dan ketenteraman Kaler pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
15 1.05.4.05.21. Program Cakupan 100% 1.811.253.652 100,00% 1.071.784.200 - - - - - - 100,00% 1.071.784.200 100,00% 59,17 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Bandung dilakukan
Keamanan dan ketenteraman Kulon pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
16 1.05.4.05.22. Program Cakupan 1.649.064.295 100,00% - - 361.318.000 - - 100 - - - Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Regol dilakukan
Keamanan dan ketenteraman pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
17 1.05.4.05.23. Program Cakupan 100% 1.629.042.190 100,00% 1.414.442.190 100% 1.343.970.090 36% 367.098.000 36% 27,31 100% 1.781.540.190 100% 109,36 Kecamatan Tercapai
15 Peningkatan pemeliharaan Lengkong
Keamanan dan ketenteraman
Kenyamanan dan ketertiban
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
18 1.05.4.05.24. Program Cakupan 20,00% 1.912.502.410 20,00% 1.856.913.000 - - - - 20,00% 1.856.913.000 100,00% 97,09 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Batununggal dilakukan
Keamanan dan ketenteraman pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
19 1.05.4.05.25. Program - Cakupan 70% 1.079.284.200 100,00% 1.071.784.200 - 1.652.807.430 219.054.000 - 13,25 70% 1.290.838.200 100% [119,60 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Ujungberun dilakukan
Keamanan dan ketenteraman g pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
20 1.05.4.05.26. Indeks Kepuasan 80,25 16.003.065.900 81,14 2.742.988.259 80.50 2.723.494.200 165.236.000 0 6,07 81 2.908.224.259 100% 18,17 Kecamatan Belum
20 Masyarakt Nilai nilai Nilai Kiaracondon dilakukan
terhadap g pengukur
pelayanan publik an
21 1.05.4.05.27. Program Jumlah RW 43 RW 1.112.646.668 100,00% 937.540.250 - - - - 100 - 232,56 - Kecamatan Belum
15 Peningkatan melaksanakan Arcamanik dilakukan
Keamanan dan pemeliharaan pengukur
Kenyamanan ketenteraman an
Lingkungan dan ketertiban
masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
22 1.05.4.05.28. Program Cakupan 0 - 100% 1.617.342.700 0 - - - - 100 1.617.342.700 - 1,00 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Cibiru dilakukan
Keamanan dan ketentraman dan pengukur
Kenyamanan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
23 1.05.4.05.29. Program Cakupan 100% 994.875.674 100,00% | 2.295.520.902.940 80% 1.237.052.600 83,29 178.119.900 104.11% 14,40 100% 2.295.699.022.840 100% 230.7 Kecamatan Tercapai
15 Peningkatan pemeliharaan 52,35 Antapani
Keamanan dan ketentraman dan
Kenyamanan ketertiban
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
24 1.05.4.05.30. Program Cakupan 100% 968.085.000 954.950.600 - 1.275.000.100 - - - 0 954.950.600 0 98,64 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Rancasari dilakukan
Keamanan dan ketenteraman pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
25 1.05.4.05.31. Program Cakupan 100% 997.275.300 100,00% - - 268.294.000 - - 100 - 100 - Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Buahbatu dilakukan
Keamanan dan ketenteraman pengukur
Kenyamanan dan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana
26 1.05.4.05.34. Program Cakupan - - 50% 1.069.374.200 - - 0 - - - 0,5 1.069.374.200 - - Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Panyileukan dilakukan
Keamanan dan Keamanan dan pengukur
Kenyamanan Kenyamanan an
Lingkungan Lingkungan
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
27 1.05.4.05.35. Program Cakupan 100,00% 968.935.000 100,00% 736.871.250 0,00% - 0,00 - 0,00% 0 100,00% 736.871.250 100,00% | 76,05 Kecamatan Belum
15 Peningkatan pemeliharaan Cinambo dilakukan
Keamanan dan ketentraman dan pengukur
Kenyamanan ketertiban an
Lingkungan masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana.
Cakupan 100,00% 100% 0,00% 0 - 100 100 Belum
pemeliharaan dilakukan
ketentraman dan pengukur
ketertiban an
masyarakat dan
pencegahan
tindak pidana.
1.06 Urusan Sosial
1 1.06.1.06.01. Program Cakupan layanan 100% 36.064.765.367 100% 8.697.681.425 100% 9.372.287.480 100% 3.195.510.143 100,00 34,10 100% 11.893.191.568 100 32,98 Dinas Sosial Tercapai
01 Pelayanan administrasi dan
Administrasi perkantoran Penanggulan
Perkantoran gan
Kemiskinan
2 1.06.1.06.01. Program Persentase 100% 731.258.437 100% 150.436.000 100% 803.534.780 - 196.689.400 100,00 24,48 100% 347.125.400 100 47,47 Dinas Sosial Tercapai
02 Peningkatan pemenuhan dan
Sarana dan prasarana Penanggulan
Prasarana kedisiplinan gan
Aparatur pegawai Kemiskinan
3 1.06.1.06.01. Program Persentase 100% 621.161.336 100% 117.700.000 100% 56.100.000 100% - 100,00 - 100% 117.700.000 100 18,95 Dinas Sosial Tercapai
03 Peningkatan aparatur yang dan
Disiplin memiliki Penanggulan
Aparatur kompetensi gan
sesuai bidangnya Kemiskinan
4 1.06.1.06.01. Program Cakupan korban 100% 7.190.900.300 100% 1.385.516.750 100% 1.327.955.200 100% 274.482.150 100,00 20,67 100% 1.659.998.900 100 23,08 Dinas Sosial Tercapai
24 Perlindungan bencana yang dan
Sosial Bencana terlayani tepat Penanggulan
waktu gan
Kemiskinan
5 1.06.1.06.01. Program Jumlah PMKS 2200 7.979.624.318 217 1.075.920.250 - - - - - - 217 1.075.920.250 9,86 13,48 Dinas Sosial Belum
25 Pemberdayaan yang meningkat Orang Orang Orang dan dilakukan
Penyandang pendapatannya Penanggulan pengukur
Masalah gan an
Kesejahteraan Kemiskinan
Sosial (PMKS)
6 1.06.1.06.01. Program Cakupan warga 100% 19.594.746.160 100% 629.410.050 100% 4.963.249.707 100% 280.705.040 100,00 5,66 100% 910.115.090 100 4,64 Dinas Sosial Tercapai
26 Pelayanan miskin yang dan
Terpadu memperoleh Penanggulan
Kemiskinan akses terhadap gan
program Kemiskinan
pemerintah
7 1.06.1.06.01. Program Cakupan Data 100% 4.219.782.000 100% 935.502.000 - - - - - - 100% 935.502.000 100 22,17 Dinas Sosial Belum
27 Identifikasi dan | Warga Miskin dan dilakukan
Penanggulan
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Inventarisasi Yang terverifikasi gan pengukur
Data PMKS dan valid Kemiskinan an
8 1.06.1.06.01. Program Jumlah keluarga 72,000 10.788.763.861 56.646 1.959.535.785 54.308 4.381.994.178 61.523 - 113,29 - 61,523 1.959.535.785 84,72 18,16 Dinas Sosial Tercapai
28 Penanganan miskin yang keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga dan
Fakir Miskin terpenuhi Penanggulan
sebagian gan
kebutuhan Kemiskinan
dasarnya
9 1.06.1.06.01. Program Persentase 100% 59.440.531.841 100% 7.371.541.475 100% 8.973.450.329 100% 1.770.381.480 100,00 19,73 100% 9.141.922.955 100 15,38 Dinas Sosial Tercapai
29 Rehabilitasi pemenuhan dan
Kesejahteraan rehabilitasi sosial Penanggulan
Sosial dasar bagi PMKS gan
Kemiskinan
10 1.06.1.06.01. Program Jumlah anak dan 100% 1.683.301.750 100% 843.056.000 - - - - - - 100% 843.056.000 100 50,08 Dinas Sosial Tidak
30 Rehabilitasi Lansia terlantar dan Tercapai
Sosial Anak yang terpenuhi Penanggulan
dan Lanjut sebagian gan
Usia Terlantar kebutuhan Kemiskinan
dasarnya
11 1.06.1.06.01. Program Persentase 100% 2.173.201.100 100% 1.749.197.750 - - - - - - 100% 1.749.197.750 100 80,49 Dinas Sosial Belum
31 Pembinaan Penyandang dan dilakukan
para Disabilitas yang Penanggulan pengukur
Penyandang memperoleh gan an
Cacat dan Eks- Pemenuhan Kemiskinan
Trauma Rehabilitasi
sosial dasar
12 1.06.1.06.01. Program Persentase PSKS 100% 6.697.391.042 80,77% 1.237.139.850 80% 402.217.000 80% - 0,00 - 80% 1.237.139.850 80 18,47 Dinas Sosial Belum
32 Pemberdayaan yang ikut dan dilakukan
Potensi berperan aktif Penanggulan pengukur
Sumber dalam gan an
Kesejahteraan penyelenggaraan Kemiskinan
Sosial kesejahteraan
sosial
13 1.06.4.05.10. Program Persentase 91.66 % 111.797.700 100,00 93.453.500 - - - - - - 100 93.453.500 109,1 83,59 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Cicendo dilakukan
Potensi kesejahteraan pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
14 1.06.4.05.12. Program persentase 54,54% 6.314.868.204 100% 1.965.128.680 54.54 % 274.039.960 47% 57.864.100 86.16% 21,12 100 2.022.992.780 185,19 32,04 Kecamatan Tidak
33 Pemberdayaan lembaga Coblong Tercapai
Potensi kesejahteraan
Kesejahteraan sosial yang ikut
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaran
kesejahteraan
sosial
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
15 1.06.4.05.15. Program Persentase 91.66% 320.510.000 100 303.484.500 0% - - - - 100,00 303.484.500 109,1 94,69 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Cibeunying dilakukan
Potensi kesejahteraan Kidul pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
16 1.06.4.05.16. Program Persentase 100% 690.045.020 100% 374.701.993 - - - - - - 100% 374.701.993 100% 54,30 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Cibeunying dilakukan
Potensi kemasyarakatan Kaler pengukur
Kesejahteraan yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggara an
kesejahteraan
sosial
17 1.06.4.05.17. Program Persentase 91,66% 565.255.000 95,24% 502.228.000 - - - - - 95 502.228.000 104,4 88,85 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Astanaanyar dilakukan
Potensi kemasyarakatan pengukur
Kesejahteraan yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggara an
kesejahteraan
sosial
18 1.06.4.05.18. Program Persentase 92% 186.239.000 100,00% 161.771.000 - - - - 100 161.771.000 108,7 86,86 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Bojongloa dilakukan
Potensi kemasyarakatan Kaler pengukur
Kesejahteraan yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggara an
kesejahteraan
sosial
19 1.06.4.05.21. Program Persentase 100% 745.100.600 100,00% 710.427.387 92% 819.610.660 - - 0 - 92% 710.427.387 91,66% 95,35 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Bandung dilakukan
Potensi kesejahteraan Kulon pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
20 1.06.4.05.22. Program Persentase 100% 452.975.000 100,00% - - - - - 100 - 100 - Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Regol dilakukan
Potensi kemasyarakatan pengukur
Kesejahteraan yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggara an
kesejahteraan
sosial
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
21 1.06.4.05.23. Program - - 100% 4.578.459.000 28% 39.545.000 28% 0,86 28 39.545.000 - - Kecamatan Tercapai
24 Perlindungan Lengkong
Sosial Bencana
22 1.06.4.05.23. Program Persentase 93% 2.430.144.274 100,00% 571.382.000 100% 529.826.000 45% 135.602.000 45% 25,59 100% 706.984.000 99,86% 29,09 Kecamatan Tercapai
33 Pemberdayaan jumlah lembaga Lengkong
Potensi kesejahteraan
Kesejahteraan sosial yang ikut
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
23 1.06.4.05.24. Program Persentase 20,00% 650.603.500 20,00% 591.174.443 - - - - 20,00% 591.174.443 100,00% 90,87 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Batununggal dilakukan
Potensi kesejahteraan pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
24 1.06.4.05.25. Program - persentase 91,66% 415.818.990 100,00% 409.013.585 - - - - - 91,66% 409.013.585 100% 98,36 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan Jumlah lembaga Ujungberun dilakukan
Potensi kesejahteraan g pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
25 1.06.4.05.26. Program Persentase 50% 562.753.800 50,00% - - - - - 50 100 - Kecamatan Belum
28 Penanganan lembaga Kiaracondon dilakukan
Fakir Miskin kemasyarakatan g pengukur
yang ikut an
berperan aktif
dalam
penyelenggara an
kesejahteraan
sosial
26 1.06.4.05.27. Program Persentase 91,66% 421.322.000 96,00% 404.049.000 - - - - 96 404.049.000 105,49 95,90 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Arcamanik dilakukan
Potensi kemasyarakatan pengukur
Kesejahteraan yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggara an
kesejahteraan
sosial
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
27 1.06.4.05.28. Program Prosentase 91,66% - 91,66% 88.785.000 0 - - - - 0,9166 88.785.000 1,01 1,00 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Cibiru dilakukan
Potensi kesejahteraan pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraaan
sosial
28 1.06.4.05.29. Program Persentase 91,66% 58.882.600 100,00% | 1.149.726.856.634 50% 502.541.500 0 21.550.000 0 4,29 0 1.149.748.406.634 100% 1.952 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga 611, Antapani dilakukan
Potensi kesejahteraan 48 Pengkuran
Kesejahteraan sosial yang ikut
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
29 1.06.4.05.30. Program Persentase 91,66% 404.234.900 383.788.685 - 464.438.000 - - - 0 383.788.685 0 94,94 Kecamatan +
33 Pemberdayaan lembaga Rancasari
Potensi kesejahteraan
Kesejahteraan sosial yang ikut
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
30 1.06.4.05.31. Program Persentase 91,66 % 277.693.736 100,00% - - - - - 100 - 109,89 - Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Buahbatu dilakukan
Potensi kesejahteraan pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
31 1.06.4.05.34. Program Persentase - - 25,00 % 47.855.000 - - 0 - - - 0,25 47.855.000 - - Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Panyileukan dilakukan
Potensi kesejahteraan pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
32 1.06.4.05.35. Program Persentase 91,66% 93.720.000 100,00% 75.613.750 0,00% - 0,00 - 0,00% 0 100,00% 74.788.750 109,10% 79,8 Kecamatan Belum
33 Pemberdayaan lembaga Cinambo dilakukan
Potensi kesejahteraan pengukur
Kesejahteraan sosial yang ikut an
Sosial berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase 91,66% 100% 0,00% 0 - 100 109,89 Belum
lembaga dilakukan
kesejahteraan pengukur
sosial yang ikut an
berperan aktif
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.01 Urusan Tenaga Kerja
1 2.01.2.01.01. Program Cakupan 12 15.250.454.728 12 2.817.530.752 3.438.815.483 454.532.100 - 13,22 | 70.00 % 2.817.530.752 583,33 18,48 Dinas Belum
01 Pelayanan Pelayanan laporan laporan Tenaga Kerja dilakukan
Administrasi Administrasi pengukur
Perkantoran Perkantoran an
2 2.01.2.01.01. Program Prosentase 12 35.779.177.896 12 13.020.234.584 11.343.914.200 135.240.000 - 1,19 12 13.020.234.584 100 36,39 Dinas Belum
02 Peningkatan Sarana dan laporan laporan Tenaga Kerja dilakukan
Sarana dan Prasarana pengukur
Prasarana Aparatur dalam an
Aparatur kondisi baik
3 2.01.2.01.01. Program Prosentase 1 761.407.727 1 106.932.100 - - - - 1 - 100 - Dinas Belum
03 Peningkatan pemenuhan laporan laporan Tenaga Kerja dilakukan
Disiplin prasarana pengukur
Aparatur kedisiplinan an
pegawai
4 2.01.2.01.01. Program Jumlah peserta 8.836.945.772 200 1.924.009.875 1.992.540.510 23.585.100 - 1,18 42731 4.053.247.003 - 45,87 Dinas Belum
15 Peningkatan pelatihan yang orang 79880 Tenaga Kerja dilakukan
Kualitas dan meningkat pengukur
Produktivitas kompetisnya an
Tenaga Kerja
5 2.01.2.01.01. Program Jumlah Pencari 22.927.767.292 45,55% 4.053.247.003 5.373.781.101 468.886.355 - 8,73 45 - - (] Dinas Belum
16 Peningkatan Kerja terdaftar Tenaga Kerja dilakukan
Kesempatan yang pengukur
Kerja ditempatkan an
Calon 700 - 700 - Belum
wirausaha baru orang dilakukan
yang dilatih pengukur
an
6 2.01.2.01.01. Program Prosentase Kasus 12.518.415.209 58,46% 2.383.320.331 2.384.939.350 - - - 58 2.383.320.331 - 19,04 Dinas Belum
17 Perlindungan yang Tenaga Kerja dilakukan
dan Diselesaikan pengukur
Pengembangan melalui an
Lembaga Perjanjian
Ketenagakerjaa Bersama (PB)
n
2.02 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2.02.2.02.01. Program -Layanan 100% 18.371.496.253 100% 3.808.691.362 100 % 4.848.088.536 100 % 348.080.732 100% 7,18 100 % - 40% - Dinas Tercapai
01 Pelayanan Administrasi Pemberdaya
Administrasi Perkantoran an
Perkantoran Bulanan Perempuan,
Perlindunga
n Anak dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
2 2.02.2.02.01. Program -Jumlah Unit 100% 5.256.516.479 100% 830.724.367 100% 200.363.522 100% - 100 % - 100 % - 40% - Dinas Tercapai
02 Peningkatan Sarana dan Pemberdaya
Sarana dan Prasarana an
Prasarana Aparatur yang Perempuan,
Aparatur dipelihara dan Perlindunga
ditingkatan n Anak dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
3 2.02.2.02.01. Program -Jumlah Jenis 100% 190.307.274 100% 34.386.000 100% 49.775.000 100% - 100% - 100% - 40% - Dinas Tercapai
03 Peningkatan Pakaian yang Pemberdaya
Disiplin diadakan untuk an
Aparatur peningkatan Perempuan,
disiplin Aparatur Perlindunga
n Anak dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
4 2.02.2.02.01. Program -Jumlah Peserta 100% 677.313.481 100% 90.651.000 100% 140.595.400 100% 93.375.000 100% 66,41 100% - 40% - Dinas Tercapai
05 Peningkatan Pembinaan Pemberdaya
Kapasitas Kinerja Aparatur an
Sumber Daya Perempuan,
Aparatur Perlindunga
n Anak dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
5 2.02.2.02.01. Program - Persentase 100% 7.881.076.445 59,60% 1.521.570.787 68,87% 1.133.751.992 58.28 % 54.710.000 85% 4,83 100% - 40% - Dinas Tercapai
19 Perlindungan Kelurahan Layak Pemberdaya
dan Anak an
Pemenuhan Perempuan,
Hak Anak Perlindunga
n Anak dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
6 2.02.2.02.01. Program Tingkat 100% 7.894.856.956 16,95% 1.759.174.550 30,50% 1.022.176.476 16.95 % 39.244.800 56% 3,84 100% 1.798.419.350 40% 22,78 Dinas Tercapai
21 Pemberdayaan Partisipasi Pemberdaya
dan Perempuan an
Perlindungan dalam Ruang Perempuan,
Perempuan Publik Perlindunga
n Anak dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
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No Kode Urusan/Bidan Indikator Target RPJMD pada Tahun Realisasi Capaian kinerja Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian unit
g Urusan Kinerja Program 2023 (Akhir Periode RPJMD) RKPD s/d Tahun 2019 Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran RKPD yang Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun Kinerja dan Perangkat
Pemerintah (outcome)/ 2020 yang dievaluasi dievaluasi 2020 Realisasi 2020 Realisasi Daerah HeteTang e
Daerah dan Kegiatan Anggaran RKPD Anggaran Penanggu
Program/ (output) (%) RPJMD s/d Jawab
Kegiatan ‘Tahun 2020 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5x100% 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7 2.02.2.02.01. Program 100% 3.572.587.574 100,00% 724.941.750 100% 606.148.850 100% 42.250.000 100% 6,97 100% - 40% - Dinas Tercapai
22 Perlindungan Pemberdaya
dan an
Penanganan Perempuan,
Perempuan Perlindunga
dan Anak n Anak dan
Korban Pemberdaya
kekerasan an
Masyarakat
2.03 Urusan Pangan
1 2.03.2.03.01. Program - Indeks 100% 16.703.169.680 75.75 - 3.662.816.965 83 - 4.037.334.709 0 353.212.248 0 8,75 75,75 4.016.029.213 75,75% 24,04 Dinas Belum
01 Pelayanan Kepuasan % Pangan dan dilakukan
Administrasi Masyarakat (IKM) Pertanian pengukur
Perkantoran an
2 2.03.2.03.01. Program - Indeks 100% 71.141.918.222 75.75 - 15.850.845.621 83 - 12.919.296.060 0 17.436.000 0 0,14 75,75 15.868.281.621 75,75% 22,31 Dinas Belum
02 Peningkatan Kepuasan % Pangan dan dilakukan
Sarana dan Masyarakat (IKM) Pertanian pengukur
Prasarana an
Aparatur
3 2.03.2.03.01. Program - Indeks 100% 480.178.099 75.75 - 103.785.000 83 - 120.062.250 0 - 0 - 75,75 103.785.000 75,75% 21,61 Dinas Belum
03 Peningkatan Kepuasan % Pangan dan dilakukan
Disiplin Masyarakat (IKM) Pertanian pengukur
Aparatur an
4 2.03.2.03.01. Program - Indeks 100% 960.356.197 75.75 - 120.382.500 83 - 198.275.000 0 250.000 0 0,13 75,75 120.632.500 75,75% 12,56 Dinas Belum
05 Peningkatan Kepuasan % Pangan dan dilakukan
Kapasitas Masyarakat (IKM) Pertanian pengukur
Sumber Daya an
Aparatur
5 2.03.2.03.01. Program - Skor Pola 84,30 10.790.226.385 85,08 2.069.213.378 3,51875 1.900.676.300 0 220.120.890 0 11,58 85,08 4.016.029.213 100,93% 37,22 Dinas Belum
15 Ketahanan Pangan Harapan ton Nilai ton Pangan dan dilakukan
Pangan (PPH) Konsumsi Pertanian pengukur
an
- Jumlah 80 ton 103,45 80 ton 0 103,45 129,31% Belum
Cadangan ton ton dilakukan
Pangan pengukur
Ekuivalen Beras an
6 2.03.2.03.01. Program - Persentase 95% 12.943.624.086 99,77% 2.701.339.350 92% 2.992.885.475 0 255.567.442 0 8,54 99,77% 2.956.906.792 105,02% 22,84 Dinas Belum
19 Pengawasan Pangan Segar Pangan dan dilakukan
Mutu dan Yang Aman Pertanian pengukur
Keamanan Dikonsumsi an
Pangan
7 2.03.2.03.01. Program - Jumlah 57 Ke- 10.250.417.383 47 467.964.080 48 1.834.948.900 0 26.100.000 0 1,42 47 494.064.080 82,46% 4,82 Dinas Belum
21 Pemberdayaan Kelompok lompok Kelomp Kelomp kelomp Pangan dan di